PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENAKALAN ANAK

TRl WAHYU WIDIASTUTI
Dosen Fakultas Hukum UNISRI

Abstract:Law enforcement to juvenile delinquen@gdlooking children with all distinctiveness
characteristic although child was maturation buttugsition or environment can
influence his behaviour. So we must different agipt®n and sanction treatment to
child and mature. The goal of law enforcement agéedce (protection) to children
with concern to the best children, in order to best future for children.

Key word: Law enforcement, juvenile delinquency.

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupaka@rye cita-cita perjuangan bangsa
dan sumber daya manusia dalam pembangunan nasidedain rangka mewujudkan sumber
daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mangpoimpin serta memelihara kesatuan dan
persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Repdbohnesia yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinganara terus-menerus demi
kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangjanrfiental dan sosial serta perlindungan
dari segala kemungkinan yang akan membahayakarkandesn bangsa di masa depan. Dalam
berbagai hal upaya pembinaan dan perlindunganbigrsdihadapkan pada permasalahan dan
tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijupgmyimpangan perilaku di kalangan
anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang ko&kn perbuatan melanggar hukum tanpa
mengenal status sosial dan ekonomi mereka. Sélaterdapat pula, yang karena satu dan lain
hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhbéiknsecara fisik, mental maupun sosial.
Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebukaneik sengaja maupun tidak sengaja
sering juga anak melakukan tindakan atau perbugtamy merugikan dirinya dan atau

masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggerm yang dilakukan oleh anak,
disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adasigmpak negatif dari perkembangan
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bide&glgkomunikasi dan informasi,
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sertzbphan gaya dan cara hidup orang tua,
telah membawa perubahan sosial yang mendasar daaidupan masyarakat yang sangat

berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. e, anak yang kurang atau tidak

57



memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan ipaamb dalam pengembangan sikap,

perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dangtua, wali atau orang tua asuh akan mudah
terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan hggkuyang kurang sehat dan merugikan

perkembangan pribadinya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai parun tingkah laku anak nakal,
perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan semjaldan sifatnya yang khas. Walaupun
anak telah dapat menentukan sendiri langkah pexbogéd berdasarkan pikiran, perasaan dan
kehendaknya, tetapi keadaan atau lingkungan sekéatapat mempengaruhi perilakunya. Oleh
karena itu dalam menghadapi masalah anak nakalerpgah, orang tua dan masyarakat di
sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawathatap pembinaan, pendidikan dan
pengembangan perilaku anak tersebut.

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupaklamngan yang hakiki, baik
hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. giiegat ciri dan sifat anak yang khas
tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana dan timdé&adap anak nakal atau anak yang
melakukan tindak pidana diusahakan agar anak yangkdud jangan dipisahkan dari orang
tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tnaadak kurang baik, atau karena sifat
perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehirgglyamemisahkan anak dari orang tuanya,
hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahselter semata-mata demi pertumbuhan dan
perkembangan anak secara sehat dan wajar.

Selain pertimbangan tersebut di atas, demi pertharbulan perkembangan mental anak,
perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hu&cana dan ancaman pidananya. Dalam
hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketengaag diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang lama pelaksanaan penahgmalisesuaikan dengan kepentingan
anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yentukan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana yang penjatuhannya ditentukan %2 (saidua) dari maksimum ancaman pidana
yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan péajtpidana mati dan pidana penjara
seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur daldamgrundang No. 3 Tahun 1997
tentang pengadilan anak dimaksudkan untuk lebihinch@hgi dan mengayomi anak tersebut
agar dapat menyongsong masa depannya yang magdngaBelain itu, pembedaan tersebut

dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada araknagjalui pembinaan akan diperoleh
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jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiriftheggung jawab dan berguna bagi diri,
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Selaajwkgn dibahas mengenai bagaimana

penegakan hukum terhadap kenakalan anak ?

PEMBAHASAN
1. Konsepsi Kenakalan Anak

Kenakalan anak memang diperlukan dalam upaya amaicam jati diri namun ada batas-
batas yang harus dipatuhi, sehingga suatu kenakadmsih relevan untuk digunakan sebagai
wahana menentukan atau mencari identitas diri. lBak@as-batas itu dilanggar, maka perbuatan
tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan analapanumnya karenaxpectation gap
atau tidak adanya persesuaian antara cita-citaatesgyrana yang dapat menunjang tercapainya
cita-cita tersebut. Secara teoritis upaya penaaggan masalah kejahatan termasuk perilaku
kenakalan anak sebagai suatu fenomena sosial, gggsurya titik berat terarah kepada
mengungkapkan faktor-faktor korelasi terhadap gej&lenakalan anak sebagai faktor
kriminogen.

Pengertian anak nakal adalah anak yang melakukatakii pidana atau anak yang
melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang daak, baik menurut peraturan perundang-
undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup mataku dalam masyarakat yang
bersangkutan. (Singgih Gunarso, 1999:30)

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia terdapatgtikme mengenai kriteria atau batasan
umur yang dapat dikatakan termasuk/disebut anak,ifhasebagai akibat setiap peraturan
perundang-undangan mengatur secara tersendiriri&ritentang anak yaitu sebagai berikut
(Darwan Prinst, 2003:3):

a. Berdasarkan Agama Islam.
“Sudah balig atau dewasa jika sudah ada tanda-jaemdahan batiniah pada dirinya, yaitu
wanita jika sudah mendapatkan haid dan laki-l&a gudah bermimpi”.

b. Menurut Hukum Adat.
Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pagak seseorang dapat dianggap dewasa
dan wenang bertindak. Dalam hukum adat masyaraked Barat dijelaskan bahwa ukuran

kedewasaan seorang anak diukur dari segi :
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1) Dapat bekerja sendiri

2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalamdiggan bermsyarakat dan
bertanggung jawab

3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 330 KUHPerdata dinyatakan “bahwa belum deveatsdah mereka yang belum

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan bekmmap kawin”.

. Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tefangadilan Anak.

Dalam Pasal 1 angka 1 dirumuskan bahwa anak adedaly dalam perkara anak nakal yang

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi betuencapai umur 18 (delapan belas)

tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibdéasjan umur antara 8 (delapan) tahun

sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedarmgkaat kedua, si anak belum pernah

kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawi ataupun pernah kawin dan

kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikatrdglarkawinan atau perkawinannya putus

karena perceraian, maka si anak dianggap sudalsdewalaupun umurnya belum genap 18

(delapan belas) tahun.

. Anak dalam Hukum Perburuhan.

Hukum perburuhan mendefinisikan anak adalah orakigldki atau perempuan berumur 14
(empat belas) tahun ke bawah.

Anak menurut KUHP.

Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewpsaila belum berumur 16 (enam
belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangiam perkara pidana hakim boleh
memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikapalla orang tuanya, walinya atau
pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuraty memerintahkannya supaya
diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakatu hukuman. Namun ketentuan
dalam Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuagatelahirnya Undang-undang No.3
Tahun 1997.

. Anak menurut Undang-undang Perkawinan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinamghgrundang No.1 Tahun 1974)
mengatakan, bahwa seorang pria hanya diijinkan rkaapabila telah mencapai usia 19

(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mgmcamur 16 (enam belas) tahun.
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Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimamtakspensasi kepada Pengadilan
Negeri.

h. Menurut Undang-undang Kesejahteraan Anak.
Dalam Undang-undang tentang kesejahteraan anaktdkan bahwa belum dewasa adalah
mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh sgttup dan belum pernah kawin.

i. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang PerlinduAgak
Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalahraegegang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kagadun

Dalam mengkaji masalah anak harus dikaitkan deagpak-aspek kejiwaan anak tersebut,
di samping perlu juga diperhatikan aspek dari lyang dapat mempengaruhi anak menjadi
nakal. Kenyataan menunjukkan bahwa anak menjadalrdiklingkungan keluarga, namun di
lingkungan sekolah anak tersebut tidak nakal. $ebal banyak anak di lingkungan keluarga
merupakan anak penurut, namun di lingkungan sekatiai pergaulannya menjadi anak nakal,
berbuat melanggar tata tertib bahkan melakukanupésh melanggar hukum. Mengetahui
tingkah laku anak yang sebenarnya perlu dipel&eaidaan kehidupan sehari-hari anak yang
ditinjau dari lingkungan sosialnya, baik di linglgam rumah maupun lingkungan di luar rumah.
Dengan diperolehnya fakta-fakta tentang kehidupeak,anaka dapt dicari penyelesaian ataupun
jalan keluar untuk menghindarkan anak dari tindaama.

Masa anak-anak merupakan fase perkembangan anak df@mdai dengan terjadinya
perubahan yang menonjol, baik fisik maupun psifistiap anak selalu mengalami perubahan
fisik seperti perubahan tinggi badan, berat bagarkembangan seksualitas primer dan tanda-
tanda perkembangan seksualitas sekunder. Biasaaiayang menginjak usia remaja ini kurang
menyadari akan perkembangan fisik yang dialamieyalisi, sehingga dapat merisaukan dirinya
karena dirasakan sebagai kelainan. Masa perkembasgebut pada anak sering mengalami :
a. Kegelisahan.

Kegelisahan ini merupakan keadaan yang tidak tengatg menguasai diri anak, dimana
mereka mempunyai banyak keinginan yang tidak setlpat dipenuhi. Mereka ingin

mencari pengalaman namun belum mempunyai banyalark@oman untuk menyelesaikan
berbagai permasalahan. Akibatnya mereka hanya shkuzleh perasaan gelisah karena
keinginan yang tidak tersalurkan.

b. Pertentangan.
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Pada umumnya timbul perselisihan antara anak dargdua, pertentangan ini menyebabkan
keinginan yang hebat pada diri anak untuk melepasla dari orang tua, namun di pihak
lain mereka belum berani hidup mandiri tanpa bantosang tua atau keluarga dalam
keuangan maupun fasilitas hidup.

c. Keinginan untuk mencoba.
Dalam hal ini anak ingin melakukan segala hal ybelym diketahuinya dan mencoba apa
yang dilakukan oleh orang dewasa. Keinginan ink lalilam hal positf maupun dalam hal
yang bersifat negatif.

Hal yang bersifat kekangan dari luar yang berupanigan dari orang tua dan terbatasnya
kemampuan anak, seringkali melemahkan semangat Haakun demikian mereka menemukan
jalan keluar dengan berkumpul melakukan kegiatararsebersama. Jadi dapat disimpulkan
bahwa terbentuknya sifat-sifat umum anak di sampiitgntukan oleh lingkungan dalam
keluarga, lingkungan pergaulan dan lingkungan sé¢kplga turut berperan.

Mengenai kenakalan, dalam literatur asing serirsghuitdelinquencysehingga sebutan
kenakalan anak sering juga diseljurenile delinquencyJuvenileartinya muda, atau belum
dewasa; dardelinquencyartinya kelalaian atau kealpaan. Jadi dari kedua ka diartikan
sebagai kenakalan anak remaja. Bebarapa ahli meisilein bahwa kenakalan anak dari
berbagai sudut pandang berdasar segi yuridis rumkeszakalan ditekankan pada :"tingkah laku
anak yang melanggar hukum yang bersifata sosialatt sosial yang melanggar norma-norma
sosial, agama serta ketentuan hukum yang berldemdaasyarakat”.

2. Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak

Setiap masyarakat mempunyai norma, norma beragfjagan bagaimana seseorang harus
berbuat atau tidak harus berbuat. Tiap masyaralatghendaki norma yang berlaku dalam
masyarakat tersebut dipatuhi, akan tetapi tidakusebisa dan mampu serta mau mematuhi
norma tersebut. Agar normanya dipatuhi maka makganamengadakan sanksi yang bersifat
negatif bagi mereka yang berperilaku menyimpang darmma dan memberikan sanksi yang
bersifat positif bagi mereka yang mentaati normga®ping itu ada sanksi yang bersifat formil
yang dirumuskan lebih pasti dalam perundang-undadga sanksi yang bersifat informal, yaitu

sanksi yang tidak dirumuskan secara pasti dalarangxdndang.
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Sebagian dari norma adalah norma hukum. Disebuagsebnorma hukum apabila
masyarakat dengan aparat perlengkapannya dapat ksekaa berlakunya norma tersebut.
Norma hukum ini akan menjadi aturn hukum, jika autberbentuk suatu rumusan tertent, yang
membedakan hukum pidana dari hukum lain adalahssgakg berupa pidana yang diancamkan
kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukuamgiadalah sanksi yang bersifat negatif,
oleh karena itu hukum pidana sistem sanksi yangtifeglukum pidana baru diterapkan apabila
sarana lain sudah tidak memadai, maka dapat déatiaxthwa hukum pidana mempunyai fungsi
yang subsidier.

Pidana merupakan suatu pranata sosial kontrol ydikgitkan dengan dan selalu
mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sel@nggrupakan suatu reafirmasi simbolis atas
pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” atdlective consciencelleh sebab itu hukum
pidana yang merupakahe punitive style of social controlan sebagai produk politik, sudah
sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nisyarekat yang dirangkum dan dirumuskan
serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peragiitiama.

Dengan demikian filosofi pemidanaan yang dikembanglalam Konsep KUHP tidak
semata-mata ditujukan pada bagaimana memperlalpedaku pelanggaran, namun berorientasi
pula pada pemikiran sejauh mana pemidanaan dapabenéan perlindungan, baik bagi pelaku
maupun korban. Pada akhirnya pemidanaan yang lokjatudapat menciptakan perlindungan
serta kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep peaaidademikian berpijak dari filosofi
pemidanaan yang berdasarkan pada falsafah restorat

Berdasarkan instrumen internasional yang mengatasalah perilaku delikuensi anak,
dilihat dari jenis-jenis perilaku delikuensi anakpeat dikualifikasikan ke dalacriminal offence
dan status offenceCriminal offenceadalah perilaku delikuensi anak yang merupakatakn
pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa, sedtatgs offencexdalah perilaku delikuensi
anak yang erat kaitannya dengan statusnya sebagdi, @erilaku-perilaku tersebut pada
umumnya tidak dikategorikan sebagai suatu tindalama bila dilakukan oleh orang dewasa.
Sebagai contoh pergi meninggalkan rumah tanpadmng tua, membolos sekolah, melawan
orang tua, mengonsumsi minuman beralkohol dll. Nasecara hakiki perilaku delikuensi anak
hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai pesfamjpenyimpangan perilaku karena iseng
atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat seébagrwujudan produk atau akibat

ketidakseimbangan lingkungan sosial.
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Beradasar hal tersebut maka tidak tepat apabilaariujpemidanaan terhadap anak
disamakan dengan tujuan pemidanaan terhadap oramwgsd. Pada umumnya pemidanaan
hanya dipandang sebagai pengobaiamomatik bukankausatifyang bersifat personal bukan
struktural/fungsional. Pengobatan dengan pidangasarrbatas dan bersifatagmentair yaitu
terfokus pada dipidananya si pembuat. Efek prefvdath upaya penyembuhan lebih diarahkan
pada tujuan pencegahan agar orang tidak melakih@daktpidana atau kejahatan, bukan untuk
mencegah agar kejahatan secara struktural tidgkdterPidana yang dijatuhkan bersifat
kontradiktif/paradoksal dan berdampak negatif tdapapelaku. Oleh karena itu tidak heran
apabila penggunaan hukum pidana sampai saat aluselendapat kritikan bahkan kecaman,
termasuk munculnya pandangan radikal yang menentamgum pidana sebagaimana
dipropagandakan kaum abolisionis.

Tujuan pemidanaan tersebut akan lebih berbahayhilapgang menjadi objek adalah
seorang anak yang dalam tindakannya memiliki mstigdan karakteristik tertentu yang berbeda
dengan pelaku orang dewasa. Bahkan Konvensi Haldhak secara tegas menyatakan bahwa
dalam semua tindakan yang menyangkut anak yangkudda oleh lembaga-lembaga
kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lengegdilan, lembaga pemerintah atau badan
legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupgentimbangan utama.

Standard Minimum Rule Juvenile Justi®&VR-JJ Beijing Rule menegaskan beberapa
prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputuBardasarkan Rule 17.1, dinyatakan
bahwa pengambilan keputusan harus berpedoman peddpprinsip sebagai berikut (Barda
Nawawi Arief, 1992:121) :

a. Bentuk-bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamdrayas diseimbangkan tidak hanya pada
keadaan-keadaan dan keseriusan/berat ringannyak tpidana, tetapi juga pada keadaan-
keadaan dan kebutuhan-kebutuhan si anak sertakpadtuhan-kebutuhan masyarakat;

b. Pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribaki Famya dikenakan setelah
pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi seminmmatgkin;

c. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakamalkegnak melakukan tindakan
kekerasan yang serius terhadap orang lain atag-teemerus melakukan tindak pidana
serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi laimgyahih tepat;

d. Kesejahteraan anak harus menjadi faktor pedomamdalempertimbangkan kasus anak.
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Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tapetek bahwa dalam penjatuhan sanksi
terhadap anak, tujuan yang hendak dicapai adalatingpengan hukum yang harus
mengedepankan yang terbaik bagi kepentingan aelikggga dapat tercapainya kesejahteraan
bagi anak.

Tujuan dan dasar pemikiran dari penanganan anak tidpat dilepaskan dari tujuan utama
untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada myasamerupakan bagian integral dari
kesejahteraan sosial, dalam arti bahwa kesejahteatean kepentingan anak berada di bawah
kepentingan masyarakat. Akan tetapi harus dilirgtwa mendahulukan kesejahteraan dan
kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakarabadpari usaha mewujudkan kesejahteraan
sosial.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang dei#ag Anak, tidak secara
eksplisit mengatur tujuan pemidanaan, namun segatan dapat dilihat dalam konsiderannya.
Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam upaya dwlgi dalam rangka menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, damalsgecara utuh, serasi, selaras dan
seimbang.

Disamping itu dalam penjelasan diuraikan bahwa derdikeluarkannya Undang-undang
tentang Pengadilan Anak, dimaksudkan untuk lebilinghengi dan mengayomi anak agar dapat
menyongsong masa depannya yang masih panjangn 8alaimaksudkan juga untuk memberi
kesempatan kepada anak agar melalui pembinaandig@rolen atau menemukan jati dirinya
untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungagwdan berguna bagi diri, keluarga ,
masyarakat, bangsa dan negara.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai peabalandam, yang paling penting
adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengawyseakaligus kepada masyarakat dan
kepada terpidana sendiri agar menjadi insyaf dgatdaenjadi anggota masyarakat yang baik.
Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yak@iilagi sebagai penjeraan belaka, namun
juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasalsdsonsepsi demikian di Indonesia disebut
pemasyarakatan.

Akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, &elan budaya dan perkembangan
pembangunan pada umumnya bukan hanya orang detetspi anak-anak juga terjebak
melanggar norma terutama norma hukum. Anak-angdbtek dalam pola konsumerisme dan

asosial yang makin lama dapat menjurus ke tinddka@minal, seperti ekstasi, narkotika,
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pemerasan, pencurian, penganiayaan, perkosaarsetiagainya. Kondisi sekarang ini banyak
orang tua yang terlalu disibukkan mengurus pemeanutaniawi (meteriil) sebagai upaya
mengejar kekayaan, jabatan maupun gengsi. Dalardidiotemikian anak sebagai buah hati
sering dilupakan dalam pemberian kasih sayang, ibhgab, pekembangan sikap dan perilaku
serta pengawasan orang tua.

Anak yang kurang atau tidak mendapatkan perhagaara fisik, mental maupun sosial,
sering berperilaku dan bertindak asosial dan babk#éirsosial yang merugikan dirinya, keluarga
dan masyarakat. Untuk itu salah satu pertimbangans{deraj Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang pengadilan anak menyatakan,ebahak adalah bagian dari generasi muda
sebagai salah satu sumber daya manusia yang marugaitensi dan penerus cita-cita
perjuangan bangsa, yang memiliki peranan stratdgis mempunyai ciri dan sifat khusus,
memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam ranglenjamin pertumbuhan dan
perkembangn fisik, mental dan sosial secara urrasg selaras dan seimbang.

Jadi penjatuhan pidana sebagai upaya pembinaapediimdungan anak merupakan faktor
penting. Salah satu upaya pemerintah bersama D&Rhatdrbitnya Undang-Undang RI Nomor
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-unpamgundangkan pada tanggal 3 Januari
1997 (Lembaran Negara 1997 Nomor 3, Tambahan Lemldegara Nomor 3668) dan mulai
diberlakukan satu tahun kemudian yaitu tanggainBida 1998.

Melalui Undang-undang No. 3 Tahun 1997 diatur perdé khusus terhadap anak nakal,
yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orangsdewdisalnya ancaman pidana % (satu
perdua) dari ancaman maksimum pidana bagi orangsigwidak dikenal pidana penjara seumur
hidup ataupun pidana mati. Hal ini bukan berartnyirapang dari prinsigequality before the
law. Ketentuan demikain dalam rangka menjamin perturabudan perkembangan fisik, mental
dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan segrbbgnanak.

Sebelum lahir Undang-undang No 3 Tahun 1997, pabant 1979 telah ada undang-
undang yang mengatur mengenai kesejahteraan aadld, Yyndang-undang Nomor 4 Tahun
1979. Tentu saja aparat penegak hukum tidak bolehgabaikan penegasan Undang-undang
No. 4 Tahun 1979 Pasal 6 yang menyatakan :

a. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pekyadan asuhan yang bertujuan
menolongnya guna mengantisipasi hambatan yangdiedglam masa pertumbuhan dan

perkembangannya.
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b. Pelayanan dan asuhan tersebut juga diberikan kegalayang telah dinyatakan bersalah
melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputadam.h

Adanya kekhususan dan hal-hal yang relatif bariag&imana diatur dalam Undang-
undang No. 3 Tahun 1997 tersebut, melahirkan pedredalam proses pidana dan pemidanaan.
Perbedaan tersebut meliputi hal yang berkaitan atefgnis-jenis pidana dan tindakan maupun
prosedur pemidanaan. Dalam hal ini terdapat pedregnis pidana dan tindakan yang dapat
dijatuhkan kepada orang dewasa dan kepada anak makaikian pula proses peradilannya
yang bagi anak nakal menjadi wewenang Pengadilak.An

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas digosasg yang terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. Berdasarketentuan Pasal 10 KUHP hukuman
itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahidukuman pokok terdiri dari hukuman
mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukumganaeseumur hidup atau hukuman penjara
sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman d8edaentara hukuman tambahan dapat
berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampgmsamg tertentu dan pengumuman
keputusan hakim.

Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 199k tidangikuti ketentuan pidana
pada Pasal 10 KUHP, dan menetapkan sanksinya semaendiri. Pidana Pokok menurut
Undang-undang No. 3 Tahun 1997 diatur dalam P&salat (2) yang terdiri dari :

1. Pidana penjara (maksimum 10 tahun);

2. Pidana kurungan;

3. Pidana denda;

4. Pidana pengawasan

Anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupenjara seumur hidup, tetapi
pidana penjara bagi anak nakal maksimal 10 talems pidana baru dalam undang-undang ini
adalah pidana pengawasan yang tidak diatur dalarARKWPidana tambahan bagi anak nakal
dapat berupa perampasan barang-barang tertentafalapembayaran ganti rugi.

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hpidana anak ditetapkan dalam
Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengaditek. Dibentuknya undang-undang
tentang Pengadilan Anak antara lain didasarkan dakalaupun kenakalan anak merupakan
perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyaramun hal tersebut diakui sebagai

suatu gejala umum yang harus diterima sebagai dakta sosial. Oleh karena itu perlakuan
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terhadap anak nakal sebaiknya berbeda dengan penldkrhadap orang dewasa. Anak yang
melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fiséqgtal maupun sosial mempunyai
kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang séewsehingga perlu ditangani secara
khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakamdékan yang dapat menghambat
perkembangannya, sehingga dalam penanganannya gibdat hukum pidana anak secara
khusus, baik menyangkut hukum pidana materiil, nukpidana formal maupun hukum

pelaksanaan pidananya.

Secara psikologis, perlindungan terhadap anak detijaan memberikan perlindungan
agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantap@nganiayaan, tertekan, perlakuan tidak
senonoh dan kecemasan. Atas dasar hal tersebus pesku adanya hukum yang melandasi
sebagai pedoman dan sasaran tercapainya kesegahtdaa kepastian hukum guna menjamin
perlakuan serta tindakan yang diambil terhadap .abakha mewujudkan kesejahteraan anak
adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi a@mggota masyarakat, yang tidak terlepas
dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsay penting bagi masa depan bangsa dan
negara.

Pandangan dari sudut politik kriminal, tidak tertalikannya perkembangan kriminalitas
yang semakin meningkat, dapat disebabkan oleh tejakinya jenis sanksi pidana yang dipilih
dan ditetapkan. Setidaknya perumusan pidana datatang-undang yang kurang tepat dapat
menjadi faktor timbul dan berkembangnya kriminaligaktor kriminogen). Penerapan hukum
pidana untuk menanggulangi anak nakal sampai sadbelum mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap menurunnya tingkat kenakalaakati Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini
kenakalan anak banyak terjadi di masayarakat.

Dengan banyaknya atau meningkatnya jumlah kenakadaak, tampak esensi
dikeluarkannya Undang-undang Pengadilan Anak sebmgmd perlindungan terhadap anak
bermasalah sangat jauh dari apa yang diharapkamyadindang-undang yang baik belum tentu
dapat memberi jaminan akan dapat menghasilkan daj yaik, tanpa ditunjang aspek-aspek
struktur hukum, serta budaya hukum yang baik. ®#lena itu upaya pembaruan hukum harus
dilakukan secara menyeluruh baik substansi, strukupun budaya.

Dalam konteks penerapan sanksi terhadap anak, aksematau kekurangan yang tampak
dari ketiga faktor tersebut, sehingga konsep pemaidla yang secara substansial lebih

mengedepankan aspek perampasan atau pembatasardddeaan sebagaimana ditegaskan
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dalam Undang-undang Pengadilan Anak, dirasakan katmnatruktur yang menerapkan konsep

itu, ditambah dengan kurang atau bahkan tidak mamalfilosofi dilaksanakannya peradilan

anak. Berdasarkan hal tersebut, dorongan untukkoleda upaya pembaruan atau rekonstruksi
sistem pemidanaan terhadap anak yang dapat mehyantian perlindungan terhadap anak
semakin kuat. Selain itu peningkatan kualitas $tnupenegak hukum juga harus dilakukan.

Sebagai lembaga yang memiliki peran yang besaimrhakak mempunyai fungsi yang sangat

strategis dalam melindungi dan mensejahterakan. &etgan demikian hakim anak betul-betul

harus berkualitas sebagaimana ditegaskan d&aijing Rule maupun peraturan perundang-
undangan yang telah ditetapkan.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah walaupukummupositif di Indonesia saat ini
bersumber pada KUHP buatan Belanda, tetapi dalaragaan hukum harus berbeda dengan
filosofi penegakan hukum pidana seperti di jamatal#a. Hal ini karena kondisi lingkungan
atau kerangka besar hukum nasional sebagai tempperdsionalisasikannya sudah jauh
berubah. Penegakan hukum pidana positif harus datalhm konteks ke-Indonesiaan, bahkan
dalam konteks Pembangunan Nasional dan Pembanddutarm Nasional. Dalam salah satu
kesimpulan Konvensi Hukum Nasional yang diselergjgan pada Bulan Maret 2008 dinyatakan
bahwa penegakan hukum dan sikap masyarakat terhadgepm tidak boleh mengabaikan
keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditega&kaundiberlakukan.

Sebagai bagian dari proses peradilan, maka pros@sdgnaan tidak hanya didasarkan
pada peraturan perundang-undangan pidana pogidif tdapi harus memperhatikan rambu-
rambu penegakan hukum dan keadilan dalam sisteranhuiasional. Rambu-rambu tersebut
banyak kita jumpai dalam UUD 1945 maupun dalam Wgdandang Kekuasaan Kehakiman,
antara lain :

1. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 amandemen menyatalkdnwd negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum lzeksrta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangayarakat dan prinsip negara
kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam ngdamdang.

2. Pasal 28 D UUD 1945 amandemen menyatakan baéii orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yangsadth perlakuan yang sama di hadapan

hukum.
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. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwadsaian kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan igemegakkan hukum dan keadilan.

. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Kekuasastmkfman Nomor 40 Tahun 2009
dinyatakan bahwa peradilan negara menerapkan daregakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila.

. Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Kekuasaan KelakiNomor 40 Tahun 2009 menyatakan
bahwa peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARK® KETUHANAN YANG
MAHA ESA “.

. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kelakimenyatakan bahwa pengadilan
mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakang.

. Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Kekuakatwakiman dinyatakan bahwa segala
putusan pengadilan selain harus memuat alasanagan putusan tersebut, memuat pula pasal
tertentu dari peraturan perundang-undangan yangaibgkutan atau sumber hukum tak
tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kmlakimenyatakan bahwa hakim wajib
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukdan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atdg sesungguhnya tujuan penegakan

hukum bukan hanya menegakkan undang-undang, mefaiplga menegakkan aturan yang

berlaku di masyarakat.

PENUTUP

Pelanggaran hukum yang dilakukan anak merupakaksiredari kondisi sosial dan

individualnya, termasuk sebagai ekspresi dari mbltransisi psikologis yang dialaminya

ataupun sebagai kesalahan adaptasi anak terhddapi siulit atau tidak menyenangkan yang

dihadapinya. Penegakan hukum terhadap anak heraldderyujuan memberikan perlindungan

hukum dengan mengedepankan yang terbaik bagi aaki kesejahteraan anak, yang

merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial
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